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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR: 49 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan

C.

Peraturan Daerah Perubahan Kedua g L

pemerintahan yang efisien, efektif dan optimal,
perlu menyempurnakan dan melakukan
perubahan yang kedua kalinya atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara;

bahwa dalom penyebutan naoma Satuan Kerja
Perangkat Daerah tentang Badan Kesbang dan
Linmas sudah tidak sesuai lagi, sehingga periu
ditinjau dan disempurmakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Buton Utara.
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Mengingat

I

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
RepublikR Indonesiac Tahun 2007 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4690);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilon Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2008, Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010, Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton
Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab Ill pasal 6 ayat (1) diubah schingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
a. Inspektorat;

b. Bappeda;

¢. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
1. Badan Lingkungan Hidup;

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa;

3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana;

4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Rumah Sakit Umum Daerah.
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2. Ketentuan Bab IIl Bagian Ketujuh diubah schingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 21

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton
Utara dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalom pasal 21,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a.

koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

pengendalian penyelenggaraan kebijakan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya;

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati;

penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan
dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.
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3. Ketentuan Bab IV Bagian Ketujuh diubah schingga
berbunyi sebagai berikut:

)

)

3

C)

©)

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 32

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
a. Kepala Badan;
Sekretariat;
Bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
. Bidang kewaspadaan nasional;

Bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan
ekonomi;

f. Bidang politik;

g. Kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat Badan membawahi :

a. Sub Bagian penyusunan program;

b. Sub Bagian tata usaha;

¢. Sub Bagian keuangan dan perlengkapan.

Bidang Bina ldeologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi :
a. Sub Bidang bina ideologi;

b. Sub Bidang wawasan kebangsaan.

Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi :

a. Sub Bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan
lembaga asing;

b. Sub Bidang penanganan konflik.

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi, membawahi:

a. Sub Bidang ketahanan seni dan budaya;

b. Sub Bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan
ekonomi.

® Q0D
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(6) Bidang Politik membawahi :

a. Sub Bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan
politik;
b. Sub Bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

DitetapkandiBuranga
pada tanggal 23 Mei 2012

BUPATI BUTON UTARA,
Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 31 Mei 2012
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STRUKTUR ORGANISASI

|
|
{

|

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BUTON UT)ARA
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR | : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 ME| 2012
|
KEPALA BADAN }
SEKRETARIAT {
[ ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN TATA SUB BAGIAN KEUANGAN
PEPNR%’GngN USAHA DAN PERLENGKAPAN
[ n | 1 4
BIDANG - ey BIDANG
KETAHANAN SENI, BUDAYA, |
BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEWASPADAAN NASIONAL AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN 1 POLITIK
KEBANGSAAN EKONOMI ‘
I T T I T g
SUBBIDANG KEWASPADAAN SUBBIDANG IMPLEMENTASI
SUB BIDANG BINA IDEOLOGI |— DINI DAN PENGAWASAN SEAMNSEERT M M > KEBIUAKAN PUBLIK DAN
ORANG DAN LEMBAGA } PENDIDIKAN POLITIK
: | "
SUBBIDANG KETAHANAN SUBBIDANG KELEMBAGAAN
SUB BIDANG ‘éVmASAN - SUB PENANGANAN KONFLIK AGAMA, KEMASYARAKATAN — - P‘TRTN POLITIK DAN FASILITAS|
KEBANG DAN EKONOMI PEMILU

UPT

{ 2

BUPATI BUTON PTARA.
Cap/Ttd |
H. MUH, RIDWAN JAKARIAH
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 49 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah
diberikan kewenangan untuk mengelola segenap urusan
pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan
keamanan, moneter dan fiskal serta urusan agama. Namun
demikian, urusan kesatuan bangsa dan politik tidak secara
tegas/tegas merupakan urusan yang diserahkan kepada
pemerintah daerah sehingga keberadaan Badan Kesatuan
Bangsa yang ada di Kabupaten sangat beragam nomenklaturnya
dan tupoksinya tidak mengacu pada 5 (lima) subbidang dalom
pembagian urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan
pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang
mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan faktor keuangan,
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kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas
yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah
kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk,
potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani
serta sarana prasarana penunjang tugas.

Dengan ditanganinya urusan bidang kesatuan bangsa
politik merupakan urusan wajib pemerintahan oleh pemerintah
daerah, maka permasalahan yang menyangkut bidang kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri dapat direspon dengan cepat
oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Buton
Utara, sekaligus dalam kerangka pengawalan kebijakan politik
termasuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan struktur
dan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalaom Negeri Nomor
41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
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